BUPATI BOALEMO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 1
TAHUN 2021 TENTANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas

bagi pejabat/aparatur harus didukung oleh sarana

antara lain Kendaraan Dinas Operasional;

. bahwa Peraturan Bupati Boalemo Nomor 1 Tahun 2021

tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa
diLingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Boalemo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Boalemo Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Kendaraan Dinas Operasional Sewa Di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo,Perlu
disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan

Peraturan Perundang-undangan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b,perlu menetapkan
Peraturan Bupati Boalemo tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 1 Tahun 2021
tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa Di

Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3899),sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234),sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
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10.

11.

12,

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan
Dan Penguatan Sektor Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesié
Nomor 6845);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6845);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1565);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142,Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6523); o
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13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

14.

15.

16.

17

18.

19.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33),sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja
Pemerintahan Daerah,sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan
Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2014




Menetapkan

Nomor 1,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Boalemo Nomor 292);

20. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Kendaraan Dinas Operasional Sewa Di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah

Kabupaten Boalemo Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 1 TAHUN
2021 TENTANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOALEMO

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 1 Tahun 2021

tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 Nomor
1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 8
Kendaraan yang di sewa adalah pembelian 3 (tiga ) tahun
terakhir yang dibuktikan dengan bukti pemilikan STNK

(Surat Tanda Nomor Kendaraan).

. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 9

(1) Masa sewa KDO-S untuk jangka waktu paling lama :

a. Enam bulan pertama bulan januari s/d juni tahun
berjalan.

b. Enam bulan kedua bulan juli s/d desember tahun
berjalan.

(2) Masa sewa KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimulai sejak tanggal dokumen kontrak ditandatangani
(diatas tanggal penayangan melalui mekanisme E-
Purchasing).

(3) Nilai sewa KDO-S mengacu pada standart E- katalog.
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(4) Kapasitas mesin dari kendaraan yang disewa
sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) sebagai berikut :
a. Eselon II maksimal 2000 cc.

b. Eselon Il maksimal 1600 cc.

(5) Kapasitas mesin dari kendaraan yang disewa untuk
Ketua tim penggerak pkk dan wakil ketua pkk
disetarakan dengan eselon II.

(6) Nilai sewa KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
sebagai berikut :

a. Eselon Il maksimal 96.000.000/tahun.
b. Eselon III maksimal 78.000.000/tahun.

(7) Cara pembayarannnya dilakukan bertahap sebanyak
2(dua) kali masing-masing 50% dari nilai kontrak pada
awal kontrak dan selebihnya dibayarkan pada

pertengahan kontrak.

Pasal I1
Peraturan Bupati ini Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.
Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal 5 30nvar) 2023
l Pj. BUPATI BOALEMOZ

4HENDRIWAN

Diundangken di Tilgmuta

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2023 NOMOR 2 )



